
BUPATI LAMONGAN 

PERATURAN BUPATI LAMONGAN 
NOMOR 10 TAHUN 2014 

TENTANG 

[ SALINAN l 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN 
NOMOR 50 TAHUN 2010 

TENTANG 
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS 

TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN LAMONGAN 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMONGAN, 

bahwa sehubungan dengan dibentuknya Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan 
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2013 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Lamongan, maka guna kelancaran 
pengelolaan sistem dan Prosedur pemungutan Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, perlu 
mengubah Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 
Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur 
Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan Kabupaten Lamongan dengan 
menetapkan dalam Peraturan Bupati. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan 
dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 
1950); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4386); 
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang 
Pemeriksaan dan Tanggung Jawa Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844) ; 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 
Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan 
dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 
Bendahara serta Penyampaiannya; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 
22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 
Nomor 16/E); 
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 
12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 
2010 Nomor 12); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 
3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 
2008 Nomor 04) sebagaimana telah diubah, 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Lamongan Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 
Nomor 10); 

16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 
2014 tentang Kedudukan, Togas dan Fungsi 
Dinas Pendapatan Daerah Ka bu paten 
Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan 
Tahun 2014 Nomor 4). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 50 
TAHUN 2010 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS 
TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN LAMONGAN. 

Pasal I 

Seluruh penyebutan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset 
Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Bupati 
Lamongan Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur 
Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten 
Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 50), 
diubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati m1 penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Lamongan. 

Ditetapkan di Lamongan 
pada tanggal 10 Maret 2014 

BUPATI LAMONGAN, 
ttd. 

FADELI 



Diundangkan di Lamongan 
pada tanggal 10 Maret 2014 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN, 
ttd. 

YUHRONUR EFENDI 

SERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2014 NOMOR 10 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum, 

-
M. MUHADJIR 
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